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TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIANJUR 

a. bahwa penyusutan arsip merupakan kegiatan 
pengurangan jumlah arsip dengan cara 
pemindahan arsip inaktif dari unit pengelola ke 
unit kearsipan, penyerahan arsip yang tidak 
memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis 
kepada lembaga kearsipan; 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku serta dalam rangka 
tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam 
pelaksanaan penyusutan arsip sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Ciajur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Penyusutan Arsip. 

1 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851 ) ;  



2.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Noomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3881); 

3. Undang - Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang 
lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Noomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang Undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang 
- Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
251 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;  

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 1  Nomor 5137 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5235 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5257); 



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik lndo·nesia Tahun 2023 Nomor 
4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5286); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2 0 1 5  tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia 
Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 78 
Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah; 



9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip; 

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953); 

1 1 .  Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penerapan Sistem lnformasi Kearsipan Dinamis 
Terintegrasi; 

12. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum 
Penyusunan Tata Naskah Dinas; 

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 1  
Tahun 2015 tentang Kearsipan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 
1 1  ); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

15 .  Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 
8), diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 
39); 

16.  Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 70 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten 
Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 
2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur 
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 
Nomor 250); 

17.  Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah 
Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 291 ) ;  



18.  Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2023 
tentang Sistem Klasifikasi Kemanan dan Ak:ses 
Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cianjur(Berita Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2023 Nomor 358); 

19.  Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2023 
tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2023 Nomor 294); 

20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 1 0  Tahun 

2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah 

Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 384). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUTAN ARSIP. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan. 

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Cianjur. 

4 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur. 

5 . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan 
Kabupaten Cianjur. 

6 .  Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip 
dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit 
kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan 
penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. 

7 . Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, 
Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi 
Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perorangan dalam 
kehidupan bermaysrakat, berbangsa dan bernegara. 

8 . Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 

9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 
kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu 
tertentu. 



10. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya tinggi 
dan/ atau terus menerus. 

1 1 .  Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya telah 
menurun. 

12.  Arsip Vital adalah arsip yang keberadaanya merupakan 
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, 
tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak 
atau hilang. 

13. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip 
karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, 
dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik 
secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional 
Republik Indonesia dan/ atau Lembaga Kearsipan. 

14. Pencipta Arsip adalah Lembaga Negara, Pemerintah daerah, 
Perguruan Tinggi, Perusahaan, Organisasi Politik, dan 
Organisasi Kemasyarakatan. 

15. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, 
dan tanggungjawab dibidang pengelolaan arsip statis dan 
pembinaan kearsipan. 

16 .  Jadwal Retensi Arsip selanjutnya disingkat JRA adalah daftar 
yang berisi sekurang - kurangnya jangka waktu penyimpanan 
atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi 
tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai 
kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai 
pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 

Pasal 2 

Pedoman Penyusutan Arsip merupakan acuan bagi Pencipata Arsip 
dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip. 

Pasal 3 

Penyusutan Arsip meliputi kegiatan: 

1 .  Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan. 

2. Pemusnahan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak 
memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang - undangan dan; 

3 . Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga 
Kearsipan. 

Pasal 4 

Penyusutan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan JRA. 



A 

BAB II 

PEMINDAHAN ARSIP 
Pasal 5 

( 1) Pemindahan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan memperhatikah bentuk dan media arsip. 
(2) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan melalui kegiatan : 

- Penyeleksian Arsip Inaktif. 
- Pemuatan daftar Arsip Inalktif yang akan dipindahkan; dan 
- Penataan Arsip lnaktif yang akan dipindahkan. 

Pasal 6 

Pelaksanaan kegiatan pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan prosedur pemindahan Arsip Inaktif. 
BAB III 

PEMUSNAHAN ARSIP 
Pasal 7 

Pemusnahan arsip menjadi tanggungjawab pimpinan pencipta arsip, 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur. 

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 29 Januari 2024 
BUPATI CIANJUR, 

ttd./cap; 
HERMAN SUHERMAN 

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 30 Januari 2024 

YAH� 
BERITA AERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 400 


